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PERLINDUNGAN AHAK (CHILD 

moTECimn) 

® Umum: Mengupayakan setiap hak anak agar 
tidak dirugikan 

® Khusus: hak agar terhindar dari kekerasan, 
abuse dan eksploitasi melengkapi hak yang 
lainnya yaitu, hak hidup, hak tumbuh dan 
berkembang dan hak atas partisipasi. 

® Pelanggaran atas perlindungan hak-hak anak 
berarti pelanggaran terhadap Hak Asasi 
Manusia 




p». oimpionshp um^i 

(PS. 2,3,6,12) KONVENSI HAK ANAK 


0 •Non-diskriminasi: semua anak mempunyai 
hak yang sama dan harus diperlakukansama 
oleh peraturan/perundangan dan kebijakan 
Negara. 

0 «Kepentingan terbaik anak: setiap tindakan 
oleh kewenangan publik harus 
mempertimbangkan kepentingan terbaik 
anak. 



.....PRINSIP-PRINSIP 


•Hak hidup, kelangsungan hidup dan 
perkembangan: anak mempunyai baik hak- 
hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial& 
budaya 

•Partisipasi anak: anak mempunyai hak untuk 
menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan 
perkembangannya& dipertimbangkan 
pendapatnya 






PRINSIP PRINSIP 
PERLINDUNGAN ANAK 


Kepentingan terbaik bagi anak 


l/angsungan Hi 
aiitumbuh Kemb'an 


Nondiskriminasi 


Partisipasi 
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PASAL z*n AYAT (2) 

©ASAP : fl94§ 

“Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi”. 



Definisi 

PERLINDUNGAN ANAK 

0 Segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak 
mulia, dan sejahtera. (UU No. 23 tahun 2002 
ttg Perlindungan Anak). 
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SISTEM PERLINDUNGAN ANAK NASBON 


Kerangka Hukum dan Ke bijaka n 


Sistem Peradilan} 
penyelesaian 
masalah anak 


Pemenuhan 
hak dasar 


Sistem Kesejahteraan 
Sosial bagi Anak dan 
Keluarga 



Dukungan Parenting, pengasuhan 
anak, konseling dll., pelayanan dasar 
lain, yaitu Kesehatan dan 
Pendidikan 



Pengasuhan Anak, Peradilan Anal? 
Perawatan, Adopsi, saksi anak dan 
korban anak 


Perubahan 

Perilaku 

Sosial 



MONITORING DAN EVALUASI 



Perlindungan 
apabila hak 
anak tidak 
terpenuhi 






















SOSiAL B AG j ANAA DAA KEIUAAGA 
DHPEALUAAA? 


Untuk menjamin kesejahteraan anak dan 
kebutuhan perlindungan dipenuhi secara holistM 


Menemukan pemecahan yang tepat dan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan 
sebaik-baiknya; 


Memastikan bahwa pelayanan proaktif dan rea 
diberikan. 











• Kesejahteraan anak dan keluarga hendaknya 
dipromosikan; 

• Kepentingan terbaik anak merupakan hal yang 
utama, kendatipun demikian, pertimbangkan anak 
dalam hubungannya dengan keluarga dan 
masyarakat. 

• Memahami dan menganalisis kondisi sosial di balik 
masalah keluarga, penyalahgunaan, penelantaran, 
dan eksploitasi. 

• Berikan tindakan yang konsisten dan pasti dalam 
merespons penyalahgunaan, penelantaran dan 
eksploitasi. 



PERUNDUNGAN ANAK 
DB LAKSANAKAN MELALU! T! G A 
FOKUS PKBOK!TAS. 

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang 
dan kelangsungan hidup anak, antara lain 
melalui: 

a. peningkatan aksesibilitas dan kualitas 
program pengembangan anak usia 
dini; 

b. peningkatan kualitas kesehatan anak; 
dan 

c. peningkatan pendidikan kesehatan 
reproduksi bagi remaja. 



2. Perlindungan anak dari segala bentuk 
tindak kekerasan dan diskriminasi, antara 
lain melalui: 

a. peningkatan rehabilitasi dan perlindungan 
sosial anak ; 

b. peningkatan perlindungan bagi pekerja 
anak; 

c. penghapusan pekerjaan terburuk anak; 

d. peningkatan perlindungan bagi anak 
yang berhadapan dengan hukum. 



3. Peningkatan kapasitas kelembagaan 

perlindungan anak, antara lain melalui: 

a. penyusunan dan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan terkait perlindungan 
anak; 

b. peningkatan kapasitas pelaksana perlindunga 
anak; 

c. peningkatan penyediaan data dan informasi 
perlindungan anak; dan 

d. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar 
pemangku kepentingan terkait pemenuhan hafk® 
hak anak, baik lokal, nasional maupun 
internasional. 







PERUNDUNGAN ANAK HARUS DENGAN 
PENDEKATAN PEMBANGUNAN SISTEM 
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KLASTER KHA YANG JADi PEDOMAN 
DALAM UU PERUNDUNGAN ANAR 

Hak sipil dan kebebasan 
(Ps. 7, 8, 13-17, 37.a) KHA 

• Hak atas identitas dan kewarganegaraan 

• Kebebasan berekspresi 

• Kebebasan berpikirfit beragama 

• Kebebasan berserikat 

• Hak atas perlindungan kehidupan pribadi 

• Hak atas informasi 

• Bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman 

yg keji, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat. 





Lingkungan keluarga dan pengasuhan 
alternatif 

(Ps. 5, 18ayat1-2, 9-11, 19-21, 27ayat4, 39) 
KHA 

• Hak atas bimbingan dari orangtua 

•Tidak dipisahkan dari orangtua 

• Hak utk dipersatukan kembali dgn orangtua 

• Dilindungi dari kekerasan dan penelantaran 
orangtua; pemulihan bagire-integrasi sosial 
bagi anak yg mengalami kekerasanfit 
penelantaran orangtua 



0 .Lingkungan keluarga 


•Perlindungan bagi anak yg tak punya orangtua 
•Adopsi 

•Hak untuk ditinjau secara periodik bagi anak 
yg ditempatkan di lembaga asuhan 

•Jaminan biaya hidup bagi anak yg rangtuanya 
berpisah 




Kesehatanfit kesejahteraan dasar 

(Ps. 6,18 ayat3, 23, 24, 26, 27 ayatl-3) KHA 

• Hak anak-anak cacat 

• Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan 

• Hak atas jaminan sosialEt layanan serta 
fasilitas perawatan anak 

• Hak atas peningkatan standar kehidupan 



Pendidikan, waktu luang&t kegiatan budaya (Ps. 28, 
29, 31) KHA 

• Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yg 

wajib& gratis 

• Hak utk dididik agar menjadi manusia yang: 
-berkepribadian!! berkembang bakatnya 
-menghormati hak asasifit kebebasan oranglain 
-menghormati orangtua& peradaban 
-bertangggungjawabfit toleran dlm masyarakat yg 
merdeka 

-menghormati lingkungan alam 

• Hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya 




PERLINDUNGAN 

mmm 

A. Perlindungan khusus dalam situasi darurat(Ps. 22, 38, 39): 

► pengungsi anak 

► situasi konflik bersenjata(termasuk pemulihanSt reintegrasi 
sosial) 

B. Perlindungan khusus bagi anak yg melakukan pelanggaran 
pidana(termasuk pemulihanfit reintegrasi sosial) (Ps. 40, 37 b & 
d, 39) 

C. Perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi(termasuk 
pemulihanSt reintegrasi sosial) (Ps. 32 -36, 39): 

► Eksploitasi ekonomi 

► Penyalah-gunaan narkoba 

► EksploitasiEt kekerasan seksual 

► Penjualan, perdaganganEt penculikan anak 

► Eksploitasi dalam bentuklain 

D. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas& 
masyarakat adat terasing(Ps. 30) 




B. UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 
(UUPA. NO. 23 TA^UN 2002)PS 13 AYAT 1 & 2 

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan 
dari perlakuan : 

a) diskriminasi 

b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c) penelantaran, 

d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, 

e) ketidak adilan dan 

f) perlakuan salah lainnya 

•Jika anak diperlakukan seperti diatas maka 
pelaku akan diberi pemberatan hukuman 



PERUNDUNGAN KNUSUS 


Pasal. 59 UU Perlindungan Anak 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga 
negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus 
kepada Anak. 

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: 

a. Anak dalam situasi darurat; 


b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 


d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksua 




LANJUTAN PASAL 59... 

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 

f. Anak yang menjadi korban pornografi; 

g. Anak dengan HIV/AIDS; 

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau 
perdagangan; 

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 

j. Anak korban kejahatan seksual; 

k. Anak korban jaringan terorisme; 

l. Anak Penyandang Disabilitas; 

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan 
terkait dengan kondisi Orang Tuanya. 




Pasal 72 

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan 
seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan 
anak. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan oleh orang 
Derseorangan,lembaga perlindungan anak, 
embaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya 
masyarakat,lembaga pendidikan, lembaga 
keagamaan, badan usaha, dan media massa. 

Pasal 73 

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 




DATA KASUS YANG DILAPUKKAN 
KEPADA L PA MTM 2014 



Kekerasan Seksual 

17% 

Kekerasan Fisik 

20% 

Kekerasan Psikis 

2% 

Perwalian/ Pengasuhan 

28% 

Pendidikan 

8% 

Anak Berhadapan Hukum 

4% 

Trafficking 

1% 















































PELAKSANAAN MAS B H BELUM 
MAKSBMAL BCAAENA: 

Populasi anak yang sangat besar dari 237,637 juta 
jiwa 85,7 juta adalah anak-anak dan terus 
bertambah; 

Luasnya wilayah Indonesia; 

Masih belum harmonis/sinkronnya perangkat 
peraturan perundang-undangan; 

Budaya masyarakat yang masih memiliki paradigma 
lama tentang apa dan bagaimana hak anak itu; 

Faktor kesulitan ekonomi; 



■ Sistem perlindungan anak belum terintegrasi 
dengan baik secara nasional; 

■ Otonomi daerah yang menghambat proses ini 
dikarenakan Kepala Daerahnya belum memilik 
kepekaan yang berprespektif anak; 

■ Dukungan Sumber Daya yang belum memadai 
baik personil maupun anggaran dalam 
menjalankan programnya. 



TEKHMA KASIH 

g crisis centre 


T3 
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